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Abstrak

Penelitian ini membahas peran Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dalam mempromosikan
industri halal di Mindanao, Filipina. Sebagai wilayah dengan populasi Muslim yang signifikan, Mindanao
memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, baik dalam sektor makanan, kosmetik, maupun
pariwisata. Studi ini menganalisis strategi yang diterapkan oleh KJRI dalam meningkatkan kerja sama
ekonomi antara Indonesia dan Filipina melalui diplomasi ekonomi, promosi produk halal Indonesia, serta
fasilitasi kemitraan bisnis antara pelaku usaha kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa KJRI memainkan peran strategis dalam membangun ekosistem halal di
Mindanao dengan mendorong regulasi, sertifikasi halal, serta memperkuat jejaring antar pemangku
kepentingan. Namun, tantangan seperti perbedaan regulasi halal dan kurangnya pemahaman masyarakat
lokal terhadap produk halal Indonesia masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan sinergi
antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi Islam dalam memperluas industri halal di kawasan
tersebut.

Kata kunci: KJRI, Industri Halal, Diplomasi Ekonomi

Abstract

This study examines the role of the Consulate General of the Republic of Indonesia (KJRI) in promoting
the halal industry in Mindanao, the Philippines. As a region with a significant Muslim population, Mindanao
holds great potential for the development of the halal industry, particularly in the food, cosmetics, and
tourism sectors. This research analyzes the strategies implemented by KJRI to enhance economic
cooperation between Indonesia and the Philippines through economic diplomacy, the promotion of
Indonesian halal products, and the facilitation of business partnerships between entrepreneurs from both
countries. The study employs a qualitative approach, utilizing data collection techniques such as literature
reviews and interviews. The findings indicate that KJRI plays a strategic role in establishing a halal
ecosystem in Mindanao by encouraging regulation, halal certification, and strengthening networks among
stakeholders. However, challenges such as differences in halal regulations and limited public awareness
of Indonesian halal products remain major obstacles. Therefore, synergy between the government, the
private sector, and Islamic organizations is needed to further expand the halal industry in the region.

Keyword: KJRI, halal industry, economic diplomacy, Mindanao, Philippines

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya industri halal dan berupaya untuk
menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhannya. Melalui berbagai regulasi dan
program, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
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pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.
Pemerintah juga aktif dalam mempromosikan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, terutama Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.
Dengan dukungan kebijakan tersebut, industri halal diharapkan dapat tumbuh secara
berkelanjutan dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (Maulana et al.,
2024).

Indonesia kini memosisikan diri sebagai pusat halal dunia dan pelopor dalam globalisasi
sertifikasi halal. Berbagai regulasi seperti Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,
Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen telah memperkuat kerangka hukum produk halal. Ketentuan
teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,
serta Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 menyebutkan
bahwa label pangan merupakan keterangan tentang pangan yang disertakan pada kemasan, baik
dalam bentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya. Label pangan ini berfungsi memberikan
informasi kepada konsumen agar dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi
suatu produk, serta memberikan keuntungan bagi pelaku usaha melalui peningkatan loyalitas
konsumen.

Presiden Joko Widodo telah mengusulkan pembangunan Global Halal Hub Indonesia
sebagai strategi membawa bisnis Indonesia ke pasar global. Hub halal ini diharapkan dapat
memaksimalkan potensi ekonomi pariwisata dan produksi makanan halal, sekaligus menjadikan
Indonesia sebagai eksportir makanan halal terbesar di dunia (Istiglal, 2023). Dengan
meningkatnya jumlah rumah tangga muslim di dunia, optimalisasi sumber daya halal di Indonesia
dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Upaya ini juga
membuka peluang kerja sama internasional dengan negara-negara lain, termasuk Filipina, yang
turut mengembangkan industri halal.

Tabel 1. Data Ekspor-Impor di Filipina 2019-2024

Ekspor Impor Komoditas
Tahun ke dari Ekspor Impor
Indonesia Indonesia

2019 0.5 6.0 Buah, kopi, Minyak Kelapa Sawit,
2020 0.6 71 kakao,Produk Kelapa, Karet,Makanan dan
2021 1.4 7.0 Peralatan Elektronik, Minuman,
2022 1.0 7.9 Obat-Obatan, Makanan Elektronik,Pakaian dan
2023 1.6 8.1 Olahan, Produk Hasil Tekstil, Minyak dan Batu
2024 1.4 8.4 Laut Bara

Sumber: Philippine Statistics Authority (2025)

Berdasarkan data di atas, aktivitas ekspor dan impor antara Filipina dan Indonesia terus
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, nilai impor dari Indonesia ke Filipina masih
cenderung lebih besar dibandingkan ekspor dari Filipina ke Indonesia. Komoditas utama yang
menjadi objek perdagangan kedua negara, seperti makanan olahan, obat-obatan, dan produk
hasil laut, sangat membutuhkan kejelasan status kehalalan produk. Hal ini semakin relevan
karena Mindanao merupakan pusat industri halal di Filipina.

Penduduk Filipina berjumlah sekitar 105 juta orang dengan mayoritas beragama Katolik
Roma (80,6%), sementara penduduk Muslim hanya sekitar 5,6% dan sebagian besar tinggal di
wilayah Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM) (CIA, 2019). Meskipun minoritas,
Filipina menjadi salah satu negara ASEAN yang aktif mengembangkan industri halal karena
menyadari meningkatnya permintaan produk halal di pasar global. Filipina bahkan menargetkan
untuk menguasai 30% pasar halal ASEAN (Dubé et al., 2016). Menariknya, industri makanan halal
di Filipina juga diminati oleh masyarakat nonmuslim karena dianggap lebih aman dan higienis
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(Liba et al., 2018). Mindanao dipilih sebagai pusat industri halal karena populasi muslim yang
besar serta potensinya dalam menjangkau pasar halal domestik dan regional.

Namun, pertumbuhan industri halal di Filipina masih menghadapi tantangan, terutama
karena sertifikasi halal belum terpusat pada lembaga resmi pemerintah. Selama ini sertifikasi halal
lebih banyak dilakukan oleh lembaga swasta, dan pemerintah tidak memiliki kewenangan
langsung dalam pengelolaannya (Akim et al., 2020). Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem
sertifikasi yang terkoordinasi dan diakui secara internasional. Di sisi lain, Indonesia telah memiliki
pengalaman dan infrastruktur halal yang lebih matang, antara lain melalui Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keunggulan ini memberikan peluang kerja sama bilateral yang
strategis antara kedua negara, khususnya melalui peran Konsulat Jenderal Republik Indonesia
(KJRI) di Davao City dalam memfasilitasi promosi dan kolaborasi industri halal di Mindanao
(Iswanaji et al., 2024).

Kerja sama halal Indonesia—Filipina tidak hanya relevan dari sisi perdagangan, tetapi juga
dalam konteks diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi merupakan strategi penting bagi negara
untuk memperkuat kerja sama ekonomi melalui negosiasi, investasi, dan kebijakan strategis
(Rana, 2011),; Setiawan & Sulastri, 2020). Diplomasi ini melibatkan berbagai aktor seperti
pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk mencapai keuntungan bersama.
Dalam konteks Indonesia, diplomasi ekonomi digunakan untuk memperluas akses pasar dan
meningkatkan daya saing industri halal di tingkat global. Upaya KJRI Davao City dalam menjalin
hubungan ekonomi halal dengan Mindanao dapat dilihat sebagai implementasi diplomasi ekonomi
Indonesia di kawasan ASEAN bagian selatan.

Selain memperkuat jejaring perdagangan, diplomasi ekonomi halal juga berfungsi dalam
memperluas pengaruh kepentingan nasional. Kepentingan nasional sendiri merupakan tujuan
utama negara dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat (Burchill, 2005;
Jemadu, 2008). Dalam hal ini, kerja sama industri halal bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi
juga bagian dari strategi diplomatik untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia
sekaligus memperluas jangkauan ekonomi syariah di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan ini
sejalan dengan prinsip kepentingan nasional vital yang menempatkan ketahanan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri.

Penguatan regulasi dan sistem sertifikasi halal menjadi salah satu faktor kunci dalam
mempercepat pertumbuhan industri halal di kedua negara. Indonesia melalui BPJPH telah
menetapkan standar yang terintegrasi, sementara Filipina masih membutuhkan koordinasi antar
lembaga sertifikasi swasta. Kerja sama bilateral antara BPJPH dan otoritas halal Filipina penting
untuk harmonisasi standar dan pengakuan sertifikat halal lintas negara. Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia juga menjadi aspek penting agar pelaku usaha, terutama UMKM, mampu
memenuhi standar halal yang ditetapkan. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai
pelatihan bagi pelaku usaha, sementara di Filipina, program pelatihan halal masih terbatas dan
dapat difasilitasi melalui kerja sama dengan KJRI Davao (Shandoya et al., 2024).

Aspek digitalisasi turut memainkan peran penting dalam pengembangan industri halal.
Pemanfaatan teknologi digital dalam e-commerce halal memungkinkan produk Indonesia
menjangkau pasar global, termasuk Filipina (Dewi & Hakiki, 2023). Kolaborasi antar platform e-
commerce halal dapat memperkuat distribusi dan memperluas penetrasi pasar. Selain itu, sektor
pariwisata halal memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya di Mindanao yang
memiliki kekayaan budaya dan alam yang dapat menarik wisatawan muslim dari Indonesia dan
negara lain. Kolaborasi antara pelaku pariwisata halal kedua negara dapat menciptakan paket
wisata yang memenuhi standar halal dari sisi makanan, akomodasi, hingga fasilitas ibadah.

Dalam konteks teori hubungan internasional, penguatan kerja sama halal Indonesia—
Filipina juga dapat dianalisis melalui pendekatan Rational Actor Model (Alden, 2017; Mintz &
DeRouen Jr (2018). Model ini menjelaskan bahwa negara bertindak sebagai aktor rasional yang
mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan logis untuk memaksimalkan keuntungan dan
meminimalkan risiko. Dalam hal ini, kebijakan Indonesia untuk memperkuat diplomasi ekonomi
halal di Mindanao merupakan keputusan strategis yang didasarkan pada perhitungan manfaat
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ekonomi, politik, dan sosial jangka panjang. Dengan pendekatan rasional, Indonesia berupaya
mengoptimalkan sumber daya halal nasional untuk memperluas pasar dan memperkuat posisi
globalnya dalam industri halal.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan (gap) yang menarik untuk dikaji lebih
dalam, yaitu bagaimana peran diplomasi ekonomi melalui KJRI Davao City dalam
mempromosikan industri halal Indonesia di Filipina, khususnya di Mindanao. Meskipun telah
terdapat banyak penelitian tentang industri halal di Indonesia dan pengembangannya di Filipina,
kajian yang menyoroti diplomasi ekonomi lintas negara dalam konteks ini masih terbatas. Dengan
demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada analisis peran diplomasi ekonomi
Indonesia dalam penguatan jejaring halal lintas negara melalui pendekatan aktor rasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya diplomasi ekonomi
yang dilakukan KJRI Davao City dalam mempromosikan industri halal Indonesia di Mindanao,
Filipina, serta menelaah strategi dan tantangan yang dihadapi dalam memperkuat kerja sama
bilateral di sektor halal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis
terhadap kajian diplomasi ekonomi dan hubungan internasional, sekaligus menawarkan
rekomendasi praktis dalam pengembangan industri halal lintas negara di kawasan ASEAN.

METODE

Metode penelitian yang di lakukan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu dengan
memberikan gejala, fakta atau kejadian atau secara sistematis dan akurat mengenai problematika
yang terjadi sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh objek dalam penelitian (Hikmawati, 2020).

Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam konteks dan dinamika yang
berlangsung, dengan fokus pada interpretasi makna di balik data yang dikumpulkan. Penelitian
ini secara khusus dilakukan terhadap Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di
Davao City, wilayah Mindanao, Filipina, sebagai subjek utama dalam mengidentifikasi dan
mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan tugas diplomatik dan kepentingan nasional
Indonesia di wilayah tersebut.

Jenis data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penelitian
lapangan (field research). Data dikumpulkan secara langsung dari sumber-sumber yang relevan
dan berkompeten melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview). Informan dalam
penelitian ini terdiri dari pejabat dan staf KJRI yang memiliki otoritas serta pemahaman terhadap
isu yang diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi yang berkaitan
langsung dengan fokus penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif terhadap
realitas yang ada.

Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dimulai dari proses reduksi data,
penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan akan ditelusuri,
diinterpretasikan, dan dianalisis untuk menemukan pola-pola tertentu yang mendukung
pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan yang
dihasilkan diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian secara menyeluruh dan
memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian diplomasi serta kebijakan luar negeri
Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertukaran Informasi Pasar Halal Indonesia-Filipina melalui KJRI

Kehadiran Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao City memiliki peran strategis
dalam memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan ASEAN, khususnya melalui
pengembangan industri halal. Sebagai representasi diplomatik di wilayah selatan Filipina yang
berpenduduk mayoritas Muslim, KJRI Davao City berfungsi tidak hanya sebagai lembaga
pelayanan konsuler, tetapi juga sebagai aktor ekonomi yang menjembatani kerja sama
perdagangan, investasi, dan transfer pengetahuan antarnegara. Upaya ini sejalan dengan
agenda pemerintah Indonesia untuk memperluas pengaruh ekonomi melalui diplomasi berbasis
nilai-nilai halal yang berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing regional.
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Dalam pelaksanaannya, KJRI Davao City aktif menginisiasi berbagai kegiatan seperti forum
bisnis, pameran produk halal, serta pelatihan sertifikasi dan regulasi halal bagi pelaku usaha.
Program-program ini dirancang untuk memperkenalkan keunggulan sistem halal Indonesia
sekaligus membangun kesadaran ekonomi syariah di Filipina. Melalui kerja sama dengan instansi
seperti BPJPH, MUI, dan lembaga sertifikasi lokal, KJRI berperan sebagai penghubung dalam
memperluas jejaring halal supply chain di kawasan Mindanao dan sekitarnya.

Upaya KJRI Davao City berdampak nyata dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai
pusat referensi industri halal di Asia Tenggara. Diplomasi ekonomi yang dijalankan tidak hanya
meningkatkan ekspor produk halal Indonesia ke Filipina, tetapi juga membuka ruang bagi kerja
sama pendidikan, penelitian, dan pelatihan tenaga ahli di bidang halal. Selain itu, KJRI berhasil
menumbuhkan minat investor Filipina untuk mempelajari model pengelolaan ekosistem halal
Indonesia, terutama dalam aspek sertifikasi dan standardisasi produk.

Meskipun demikian, pelaksanaan diplomasi ekonomi ini masih menghadapi sejumlah
kendala, seperti keterbatasan infrastruktur pendukung industri halal di Filipina, rendahnya literasi
halal di kalangan pelaku usaha lokal, serta perbedaan standar sertifikasi antarnegara. Faktor
internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional KJRI juga menjadi
tantangan tersendiri dalam memperluas cakupan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi
yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan dalam
mendukung peran diplomasi ekonomi ini.

Secara keseluruhan, peran KJRI Davao City menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi
berbasis industri halal dapat menjadi instrumen efektif dalam memperkuat hubungan bilateral
Indonesia—Filipina dan meningkatkan daya saing ekonomi regional. Melalui kolaborasi lintas
sektor, KJRI berkontribusi pada pembangunan ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan.
Model diplomasi yang dijalankan ini juga dapat menjadi contoh penerapan soft power Indonesia
di kawasan ASEAN, di mana etika bisnis, kerja sama ekonomi, dan nilai-nilai keislaman berperan
sebagai fondasi utama hubungan internasional yang saling menguntungkan.

Peran KJRI dalam Memfasilitasi Jaringan Bisnis Halal Indonesia-Filipina

Industri halal menjadi sektor strategis dalam diplomasi ekonomi Indonesia, dengan peluang
besar berupa peningkatan investasi, perluasan pasar ke konsumen non-Muslim, serta dukungan
kebijakan seperti “Making Indonesia 4.0” dan kebijakan bea impor yang kondusif. Namun,
tantangan yang dihadapi masih signifikan, mencakup tingginya biaya sertifikasi halal,
keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi proses sertifikasi, serta ketatnya persaingan global
(Latif et al., 2025). Dalam konteks hubungan bilateral, kemampuan pelaku usaha Indonesia
menjalin kemitraan strategis dengan mitra bisnis di Filipina menjadi kunci untuk memperluas
pasar dan meningkatkan daya saing industri halal.

Filipina, khususnya wilayah Mindanao, memiliki potensi pasar halal yang besar karena
mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi kapasitas produksi halal domestiknya masih
terbatas. Kondisi ini menciptakan peluang bagi Indonesia untuk memperluas ekspor dan kerja
sama ekonomi halal. Dalam hal ini, KIRI Davao City memiliki peran penting sebagai penghubung
antara produsen halal Indonesia dan pelaku usaha di Filipina untuk memperkuat jaringan bisnis
lintas negara serta menarik investasi di sektor tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, KJRI Davao telah berperan aktif dalam
memberikan informasi kepada pelaku usaha mengenai peluang pasar halal di Filipina dan
menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan asosiasi bisnis di
Mindanao. Namun, belum terdapat bukti kuat bahwa KJRI secara berkelanjutan memfasilitasi
forum bisnis khusus yang mempertemukan pelaku usaha halal dari kedua negara secara
langsung dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa peran fasilitasi KJRI masih dapat
ditingkatkan agar lebih berdampak nyata terhadap pertumbuhan kemitraan bisnis halal.

Keterbatasan tersebut juga mencakup belum adanya keselarasan sistem sertifikasi halal
antara Indonesia dan Filipina. Perbedaan standar dan pengakuan antar lembaga sertifikasi
menjadi hambatan dalam memperlancar arus perdagangan produk halal kedua negara. Dalam
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konteks ini, KJRI dapat berperan sebagai mediator untuk mempertemukan Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan otoritas sertifikasi halal Filipina guna menyusun mekanisme kerja sama yang
saling mengakui standar halal, sehingga memudahkan perdagangan lintas negara.

Selain sektor makanan dan minuman, industri halal juga mencakup kosmetik, farmasi,
fesyen Muslim, pariwisata halal, dan keuangan syariah. Potensi besar di sektor pariwisata halal,
misalnya, dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara pelaku industri Indonesia dan Filipina
dalam menarik wisatawan Muslim ke Mindanao. Namun, keterlibatan KJRI dalam memfasilitasi
kerja sama di sektor-sektor non-pangan ini masih terbatas pada advokasi dan penyebaran
informasi, belum pada tahap implementasi kemitraan bisnis yang konkret.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan inovasi strategi diplomasi ekonomi
melalui pengembangan platform digital terpadu yang dirancang khusus bagi pelaku usaha halal
kedua negara. Platform ini dapat berfungsi sebagai direktori bisnis lintas negara yang
menyediakan informasi pasar, profil mitra potensial, dan peluang investasi secara real-time.
Dengan demikian, pelaku usaha, terutama UMKM halal, dapat memperluas jaringan bisnis tanpa
hambatan geografis maupun biaya tinggi.

Selain sebagai sarana komunikasi dan promosi, platform digital juga dapat berfungsi
sebagai pusat edukasi yang menyediakan informasi tentang regulasi, sertifikasi halal, dan
kebijakan perdagangan kedua negara. Fitur seperti webinar, pelatihan daring, serta pameran
virtual memungkinkan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memproduksi dan
memasarkan produk halal. Inovasi digital ini sejalan dengan kebijakan Making Indonesia 4.0 yang
menekankan transformasi teknologi dalam memperkuat daya saing industri nasional.

Dengan dukungan berkelanjutan dari KJRI, pemerintah, sektor swasta, dan komunitas
bisnis, pengembangan platform digital tersebut berpotensi menciptakan ekosistem industri halal
yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memperkuat diplomasi ekonomi
Indonesia—Filipina, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam
pengembangan industri halal di Asia Tenggara. Peran KJRI Davao City menjadi kunci dalam
menjembatani kolaborasi lintas negara dan memastikan bahwa nilai-nilai etika, inovasi, serta
kepentingan ekonomi nasional berjalan selaras dalam kerangka diplomasi modern.

Peran KJRI dalam Promosi Industri Halal di Mindanao

Industri halal mencakup seluruh proses produksi yang sesuai dengan prinsip syariat Islam,
mulai dari bahan baku hingga distribusi produk. Tren gaya hidup halal (halal lifestyle) semakin
populer secara global, termasuk di Filipina, karena mencerminkan kesadaran masyarakat
terhadap konsumsi yang etis dan sesuai ajaran agama (Ula’'m et al., 2023). Hal ini mendorong
munculnya permintaan yang lebih besar terhadap produk dan layanan halal lintas sektor, seperti
makanan, kosmetik, dan pariwisata.

Mindanao, yang memiliki populasi Muslim terbesar di Filipina, berpotensi besar menjadi
pusat industri halal nasional. Pemerintah melalui Bangsamoro Autonomous Region in Muslim
Mindanao (BARMM) telah diberi mandat untuk mengembangkan sektor halal sebagai upaya
peningkatan ekonomi masyarakat Muslim. Namun, pengembangannya masih terkendala oleh
keterbatasan infrastruktur, regulasi yang belum matang, serta rendahnya kesadaran publik
terhadap potensi ekonomi industri halal.

Dalam konteks ini, KJRI Davao memainkan peran penting sebagai jembatan diplomasi
ekonomi antara Indonesia dan Filipina. KJRI aktif menyampaikan informasi dan melakukan
komunikasi dengan pemerintah lokal serta pelaku usaha di Mindanao terkait potensi industri halal.
Namun, aktivitas promosi yang dilakukan masih bersifat sporadis, belum terkoordinasi dalam
kerangka strategi jangka panjang yang sistematis dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat efektivitas promosi, KJRI dapat bekerja sama dengan lembaga
pendidikan di Mindanao dalam meningkatkan literasi halal generasi muda. Melalui seminar,
lokakarya, dan kolaborasi akademik, kesadaran tentang pentingnya industri halal dapat diperluas.
Strategi ini sejalan dengan pandangan Jannah & Malahayatic (2024) dan Mardi (2023) yang
menekankan pentingnya edukasi, riset, serta sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam
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memperkuat industri halal.

Selain pendidikan, KJRI dapat memperluas promosi melalui kegiatan berskala besar seperti
halal expo atau festival produk halal Indonesia—Filipina. Acara semacam ini berfungsi sebagai
sarana promosi, jejaring bisnis, dan diplomasi budaya yang dapat mempererat kerja sama antar
pelaku usaha. KJRI juga dapat memfasilitasi pengembangan infrastruktur halal, termasuk pusat
sertifikasi dan fasilitas produksi, dengan menjembatani kerja sama teknis antara Mindanao dan
institusi halal di Indonesia.

Penguatan kerja sama antar UMKM menjadi fokus penting lainnya. KJRI dapat berperan
dalam program pelatihan, pendampingan, dan transfer teknologi agar UMKM di Filipina dapat
memenuhi standar halal internasional. Di samping itu, harmonisasi sistem sertifikasi halal antara
Indonesia dan Filipina menjadi agenda strategis agar produk halal kedua negara dapat lebih
mudah menembus pasar satu sama lain tanpa hambatan regulasi.

KJRI juga berpotensi memperluas promosi ke sektor pariwisata halal, mengingat potensi
alam dan budaya Mindanao yang kaya. Kolaborasi antara industri wisata halal Indonesia dan
Filipina dapat menciptakan paket wisata ramah Muslim, memperkuat ekonomi lokal sekaligus
mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Untuk memperluas jangkauan promosi, KJRI
dapat memanfaatkan platform digital, media sosial, dan e-commerce sebagai sarana branding
produk halal Indonesia di Filipina.

Secara keseluruhan, peran KJRI Davao dalam promosi industri halal di Mindanao sudah
strategis tetapi masih perlu diperkuat melalui program yang lebih terstruktur, kolaboratif, dan
berbasis teknologi. Diperlukan dukungan terhadap harmonisasi regulasi, penguatan SDM,
peningkatan infrastruktur, serta forum bisnis yang berkelanjutan. Dengan strategi yang lebih
komprehensif, KIRI dapat berkontribusi signifikan dalam menjadikan Mindanao sebagai pusat
industri halal regional dan mempererat hubungan ekonomi Indonesia—Filipina secara
berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa KJRI Davao memiliki peran penting
dalam mendorong pertukaran informasi mengenai industri halal antara Indonesia dan Filipina,
khususnya dalam berbagi pengalaman terkait kebijakan, regulasi, dan ekosistem halal yang telah
berkembang di Indonesia. Filipina, yang masih berada dalam tahap awal pengembangan industri
halal, menghadapi tantangan seperti belum adanya sistem sertifikasi nasional yang terintegrasi,
kurangnya pemahaman masyarakat, serta hambatan dalam membangun jejaring bisnis halal.
Meskipun KJRI telah memberikan informasi dan advokasi terkait industri halal, penelitian ini
menemukan bahwa peran mereka dalam memfasilitasi kemitraan bisnis masih terbatas, karena
belum adanya forum bisnis khusus yang mempertemukan pelaku usaha halal dari kedua negara
secara berkelanjutan. Dalam aspek promosi, KJRI juga telah berkontribusi dalam
memperkenalkan industri halal Indonesia di Mindanao, namun upaya tersebut masih sporadis dan
belum terstruktur secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih konkret dan
berkelanjutan untuk memperkuat kerja sama industri halal antara Indonesia dan Filipina, baik
dalam pertukaran informasi, fasilitasi jaringan bisnis, maupun promosi industri halal di Mindanao.
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